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KETENTIIAN BENLITIID

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupali ini berlaku maka semua Peraturan Bupati
yang mengatur dan atau rr}emuat tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Pendui'!uk. Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

sepanjang bertentangan de!"!gan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut
dan tidalk harlala lani

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Pasal 22

TENTANG
!
Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan, Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Ditetapkalb di Ondong Siau

padatanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
BUPATI #€p ]

Menimbang  : 2. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah
pelayaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro pada tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan penyertaan modal
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lainnya demi terciptanya pertumpunan exunuing
memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi
Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
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pada tanggal 8 Agustus 2011

FARIS DAERAH,

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah
Pelayaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1 i 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAU;‘\N SIAU TAGULANDANG BIARO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
TAUUN COTLNOMOR 4= | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
1 emharan Neaara Renuhblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
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4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikszan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesla Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lamharan Neaara Renuhlik Indanaecia Tahun 2007 Namor 4724)

9, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Mamau 420 T el L {
Momor 128, Tombahon Lomboran Nogars Republi Indonesia Nomar

4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

11. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansl Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

13 Fergwian Fenenmien nainor 71 tanun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARQ TENTANG

14.Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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rahanslimana  kalah Alidkak ao

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
dan telah diubah kemball dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomgr
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter| Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

15.Peraturan U3eran NUImMmui L 1anun euvis vermearey
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biarg
Tahun 2011 Nomor 1);

16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulayan
Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN.

BABI

KEIENIVAN UMmum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
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3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonoml dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4, Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

J: FEIQLWIGI INGRPUIL S et W] M s s — e :

Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari
Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
. Penyertaan Modal adalah Perbuatan Menyertakan Kekayaan Daerah baik

dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk
menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan;

. Perusahaan Daerah Pelayaran selanjutnya disingkat PD. Pelayaran adafah

DaUdIl USailg IR OSSN Juing P e s p= —em ey
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Baaan
Usaha Milik Daerah (BUMD). '

BAB 11

..... NrmeaY MUUAL

Pendapatan dan Bela

ud Pasal 2 per.
nja Dae asal dari
(2) Penyertaan Mogy rah. Anggaran
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Al h) yang terdiri dari
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g .000.000,. (Dua
APBD Tahun Anggaran iy Ratus Lima Puluh Juts Rupiah) dari
BAB Iy
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\*/ vaylail LaDa Pemerintah Daerah
dengan Pengaturan se
a. Sebesar 409,

Sebagaimana dj
bagal berikyt ; tetapkan pada ayat (),

dari Bag]an La

untuk menamban "o vava vemerintah Daerah disertakan
Pelayaran, Penyertaan Modal Pemerintan Daerah pads 'Poha"



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal o

(1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan
fasilitasl pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

(2) Fasllitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Koordinasi,
Sosialisasl dan Memberikan Asistensi untuk kelancaran penerapan serta
penyempurnaan Peraturan Bupati ini, {

Pasal 7 KABUPATEN KEPULAUAN SIA

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan bagl pelaksanaan Peraturan Bupati inj
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupau I MUial USHERU POUG W1Igyun s s g e« sges s
orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 1 6 Agus bus 2011

BUPATI KEPULAUAN-SI
’/..’

AU TAGULANDANG BIARD,

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 1 & Agus bus 2011

P S KA
RETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 473

I

2011

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

U TAGULANDANG BIARO
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTAMNN

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



